KOMISI APARATUR SIPIL, NEGARA

' [ndonesian Civil Service Commission
omor B2 /KASN/6/2014 |
— : Segem Jakarta, 2¢ Juni 2019
Lampiran
Hal : Rekomendasi atas Polanggaran
Netralitas ASN
Yth.,
Bupatl Buton Selatan
{sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
adi

Batauga, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dengan hormat,
Sesuai dengan “nﬂar‘g-umang Nomaor 5 Tahun 2@14 teatang Aparatur S

Negara, Pasal 30 KASN berfungssi mengawasi petaksanam narma dasar, kode etek

dan Qkaéﬂ aen%a&d ASN serta p@ﬂﬂaparf sistem mﬁﬁt d&iam kebl}a%an dan

-:mrlﬁajﬁmﬁi'} ASM *pada sﬂ:,tauﬁt ‘pemerintah. Salaﬁjutn jﬂ Pasal aﬁi {1} huruf 3,
AACIY nertugaq meriaya neuv alias pegawai ASN. Pasal 32 ayat { ) hurtri' a dar haraf

e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau
dekumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas
pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode pentaku pegawai ASN. Pasal 32
ayat {2}, dalam melakukan pengawasan sebagamana dimaksud pada ayat (1} huruf
b, KASN berwenang unfuk ‘memutuskan adanya pe!angqaran kode etik dan kode

pen.aku pegawai ASN.

Bersama ini dlberitahukan bahwa Komist Aparatur Sipil Negara (KASN} telah
menerima laporan dari - Badan Pengawas. Pemifihan Umum (Bawasfu) Kabupaten
Buton Selatan Nomor: 048/K.Bawasiu-Prov. SG-03/HM.02.00/V/2019, Hal Penerusan
Petanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu. Terkait dengan  laporan

dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Perdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan dengan Nomor:
OSMTMIPLIKABI28.17/IVI2018 tanggal 03 Mei 2019 diperoleh informasi
sebagai berikut:

a. Bahwa adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN atas nama Muhammad
Bambang yang bekera sebagai Koordinator Statistik Kecamatan Siompu

Barat. ASN tersebut diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN terkait
dengan adanya penemuan alat peraga kampanye pada Razia di depan

Mapolsek Batauga pada hari Selasa, 16 April 2019.

il. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancaran - Jakarta 12770, Tip/Fax (021) 7872098
5itus http : //www.kasn.go.id
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b. Terdapat bukti berupa kartu nama Calon Anggota' DPR RI atas nama

Drs. H. Umar Arsal dan Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama

Drs. H. Woon La Ola dan dilengkapi dengan keterangan dari para saksi dan
terlapor,

. Sesuai Klarifikasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Butnn Selatan, terdapat keterangan dari Terlapor dan Saksi
sebagai berikut:

1) Terlapor:
- Terlapor 1;

-'a) Atas nama. Muhammad Bambang merupakan ASN. yang bekera
sebagan Kaordmaior Statistik l{ecamatan Siompu Barat

'_5!31 'fe:iamr meng&iaskan pahwa. pada tanggal 16 Aprﬂ 2019 yang
bemangkman tericena Razia - (CiPKON} .di depan Mako Polsek
Ba'auga e . -

| -{;‘* T-a“riapﬁr memﬂmn E"ih‘-’:m pada saai Lazm ﬁmesrukan kartu nama

~cajon ﬁmqgm,a DPR RI Dapnk Swawesl Tenggafa -atas nama
'i'_'j_fﬁ)rs H Umat Afsai daﬁ l’“aien Anggm:a EJPRI Pra?ms; Dap:l 4
e _ *:j__-'_"___-;._;Sulawes: Tenggarg atas na ma. Drs. H. Wacm ‘La Ola; serta ‘uang
_._;,I;,:}gi;::_:__;‘-benunﬂah Rp ErEJﬂE! BUG (tlga 1uta mptah) dengan pecahan L
® Pp 20 000 (dua pu.u“ rlbu l'i.lpinh) sebanyak 100 lembar dengai
total Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

» Rp-10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dengan total
-Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

_d) Terlapor menyatakan Kartu dan uang tersehut belum - sempat
8 dibagtkan |

: e) Terfapor menjelaskan bahwa Calon Anggcta DPRD Prowns: atas

‘nama Drs. H. Woun La Ola adalah kakak ipar; dan teﬂapor (kakak
kandung terlapnr adalah istri'dari Caleg DPRD Provinsi tersebut).

' f} Terlapor mengaku mendapatkan kartu nama dar rumah Calon
Anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. H. Woon' La Ola di Kendari,
tepa,tnya diatas meja ruangan tengah. Terlapor mengaku habis
‘mengikuti pelatihan di Kendari.

g) Terlapor menyatakan bahwa merupakan inisiatif dari terlapor untuk
mengambil kartu nama dan membantu untuk proses pembagiannya.

h) Terlapor menjelaskan bahwa uang yang didapat pada saat Razia
(CIPKON) adalah uang milik pribadi terlapor, dan tidak mengambit dari
Sdr. Drs. Woon La Ola.

g T e
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2) Saksi:
- Saksi 1:

a) Saksi 1 atas nama Mahyudin  S.Sos.,M.Si adalah saksi yang
merupakan pengawas pemilu dan berada pada tempat peristiwa razia
dan patrol gabungan Aparat Polres Buton dengan Polsek Batauga.

b) Saksi menjelaskan bahwa melihat terlapor bersama temannya dengan

sejumlah uang dan kartt nama Calon Anggota DPRD Sulawesi

Tenggara atas nama Drs. Woon La Ola dari Partai Demokrat saat
razia berlangsung.

¢) Saksi menjefaskan bahwa pada saat jtu Sdr. Candra berperan sebagai
pengemudi mobil dan terlapor memegang ransel yang berisikan uang.

d} Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasi investigasi yang
Gituangkan pada Formulr A Pengawasan dan  Pleno, dapat
diskmpuikan bahwa ada pelanggaran terkait netralitas ASN.

e} Saksi menjelaskan bahvwa dani hasH investigasi, uang yang di razia

- ‘adalzh uang milik terapor can bukan dibsrixan dan Calon Anggota

- DRED Provinsi atas nama Sdr. Woon'La Ola.
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-a) Saksi 2 atas nama Drs. Woor La Ola adaiah saksi yang meripakan
Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 4 Sulawesi Tenggara dan
merupakan kerabat dari teriapor.

) Saksi menyatakan bahwa terlapor adalah adik ipar, vaitu adik dari istri
saksi.

¢} Saksi mengaku tidak -pernah memberikan instruksi kepada terfapor

-untuk membagikan kartu nama dari saksi sebagai Calon Anggota

- DPRD- Provinsi- -Sufawesi Tenggara. Saksi menyatakan tidak

‘mengetahul bagaimana teriapor bisa mendapatkan 99 (sembilan puiuh
sembilan) iembar kartu name saksi.

d} Saksi mengaku tidak pernah memberikan instruksi untuk membagikan

uang sejumiah Rp. 3,000,000 {tiga juta rupiah) dan tidak mengetanui
darimana sumber uang tersehui,

e) Saksi tidak mengetahui terkait rencana pembagian kartu nama

cieh
terlapor.

f) Pada tanggal 16 Apri 2019, saksi menyatakan bahwa yang
* bersangkutan sedang berada di Kaledupa.

g) Saksi mengaku terakhir bertemu dengan terlapor yaitu pada saat

Terlapor mengikuti pelatihan di Kendari. akan tetapi saksi lupa waktu
dan harinya.
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- Saksi 3:

a) Saksi 3 atas nama La Ode Haris Sumba adalah atasan dari terlapor
yang bekerja sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton.

b) Saksi menjelaskan bahwa terlapor adalah staf dari saksi dengan
Pposisi sebagai Koordinator Statistik Kecamatan Siompu Barat.

¢) Saksi mengaku tidak pernah diajak untuk mendukung salah satu
peserta pemilu dan menyatakan bahwa yang bersangkutan
- menghimbau untuk menjaga netralitas PNS dan menjaga kewibawaan

'da_ri_ lembaga.

dﬁ)_j.,'S__i_a'_ksi.. mengaku baru mengetahui -bahwa “terlapor terjaring razia
. 'setelah membaca undangan klarifikasi yang terlapor berikan.
_e}-.S;hsii+'menielasl_<an{._?b_ah_wa terlapor: bekerja ‘da_ri' tahun 2013 sampai
. dengan sekarang.  Saksi merly_ataka_n_’.-bahi#a_.-.kalﬁu tidak salah
Sdf -Ors. Wﬂdn_'La; Ola yang ;riqemgzikanf.calon ‘Anggota DPRD
.- 'Provinsi Dapil 4 adalah kakak ipar dari terlapor.

7} ‘Saksi menjelaskan bahwa sikap dan disiplin dari terlapor 'sama-seperti
- dengan staf umum fainnva, ya itv menjalankan tugas dengan dedikasi
2. Pokok-Pokok Peraturan terkait Notralitas ASN dan Nila Dasar, Kode Etik
dan Kode Perilaku ASN terkait Netralitas ASN pada kasus yang sedang
ditangani, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomoar 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sioil Negara:

“;Pasal 2 huruf f, Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN

terdzsarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN
tid"ak-'bérp;_ihak.d’ari'_'se'galal'bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak
kepada Kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 Huruf b, ASN 'Sebégai profesi berlandaskan prinsip koae- etik dan

Lkode perilaku. |

3) Pasal 4 huruf d, menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan
fugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku berisi
pengaturan perilaku agar Pegawai ASN -

Huruf d, melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Huruf e, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau

Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan dan etika pemerintahan.

e
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Huruf h menjaga agar figalk

terjadi  konflik '
melaksanakan tugasnya. ] kepentingan dalam

Huruf | melaksanak
i, an  ketenluan Peraturan  Perundan -Unda
mengenai disiplin Pegawai ASN. ’ -

S) Pasal 9 ayat (2), menyebutkan tahwa Pegawai ASN harus bebas dari
Pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6) Pa_sal_ 66 ayat (1), Setiap calon PNS3 pada saat diangkat menjadi PNS waijit;
mengucapkan sumpah/jan;i.

7} Pasal 66 ayat ({2)-

Sl-lmpah;:-’janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbunyi sebaga:
berkut:  “Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, sayz
Ime'ssmnpj'amberg'anji;hahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai neger:
SIpd, '&_}tan- seha dan faat sepenvhnya kepada Pancasila, Undang-Undang
Lasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah:
 Dawa saya. akan menaati segsfa Peraturan Perundang-Undangan yang
bertzku: dan mefaksanskan tuges kedinasan yang dipercayakan kepada
saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; batwa
saya,.akan senantiasa menjunjung tinygi kehomiatan negara;-pemerintah,
dan martabat pegawai:niegeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan
~kepentingan’ negara ‘daripada kepentingan saya sendir. seseorang atau
golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut
sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan: bahwa saya, akan
bekarja dengan jujuf, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
nagara”.

8} Pasal 86 Ayat (1), {2), (3):

Ayat{1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran
- - pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Avat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin
ternadap PNS serta melfaksanakan berbagai upaya peningkatan
disipiin. |

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin diatuht hukuman
disiplin.

0. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

1) Pasal 1 angka 3, Pelanggaran disipiin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS vyang tidak mentaati kewajiban danfatau melanggar
larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di

luar jam kerja
2) Pasal 3, menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:
a) Angka 1, mengucapkan sumpah/janji PNS;
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b) Angka 2, mengucapkan sumpah/janji jabatan;
¢) Angka 4, menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d).Angka 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

e) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

. 3) Pasal 4, menyeb’utkan bahwa setiap PNS dilarang:

a) Angka 1, menyalahgunakan wewenang.

b) Angka 2, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
‘dan/atau orang lain dengan menqgunakan kewenangan orang lain.
n bersama dengan atasan, teman sejawat,

dafam maupun di luar lmgkungan kerjanya
golﬂngan atau prhak 1ain, yang

c) Angka 8, ﬁ*elakukan kegiata
bawahan, atau arang iain di

" dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
~_secara langsung ¢ atau tidak Iangsma merugikan Nagara

| d‘ﬁmka 1 1 mnmgha[ang& beqffannya *mas kedmasan

Peraturan Pemenntah Nomer 42 Tahun 2004 tentang F'embmaan J:wa Korps

. ’i) Pasa! " '='1rf‘<a 2 Kode Et:l( -*'-'eg“.awai I\Iegﬂn Slpsl aualah pedﬂman sikap, -
tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan

tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

2) Pasal 1 Angka 4, Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau
perpuatan Pegawat Negen Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa

korps dan kode efik. - |
%) Pasal 6 huruf h, Nﬂat-mlal dasar yang harus dijunjung tmggl oleh Pegawai
Negen Slpll mehpu*ti prafesmnall...me netralitas, dan bermorat tinggi.

4) Pasal g humf a, Etlka dalam berorganisasi meliputi melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai ketentuan yang beriaku.

5) F’asa! 11 huruf ¢, Ettka terhadap diri sendiri meliputi rnenghlndan konflik
kepentmgan pr:bad: kelompok, maupun golongan. "

3. Analisis dan Kesimpulan

Setelah mempelajari- dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen
hasil kajian laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan,

disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

5 Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa dalam
nenyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas
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yang dimaknai bah .
pengaruh manapunwjaieﬂgp Pegawal ASN tidak berpihak dari segala bentuk
Mmerupakan profesi yang b ?k i Mg W, A
kode etik, kode Perilakg er,andm;k”” antara lain pada prinsip nilai dasar dan
Undang Nomor 5 T hu sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-
beriakis sarmpel ahun ?014 dan Peraturan pelaksanaannya yang masih

@ Sampal saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010.

y. &5 Qi -

- B_e: ;%JK:EETII??;{;? Sturat iI‘(qmisi Aparatur Sipil Negara Nomor
Pﬁﬂdﬂfagunaan il tirlgga. 10 November 2017_ dan! Surgt Menter:
a W‘-imffgﬁé- atur Nsgara dan Reformasi Birokrasi lflomﬂr.
s .00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, bahwa. ASN dilarang
‘T@akukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitix
prakiis/berafifiasi  dengan parta:  politik.  Karena perbuatan  dimaksud
mﬁﬁfﬂaﬂ&ﬂ pelanggaran kode etik dan kede perilaku dan dikenakan sanksi
 moral yang pelaksanaannya mengacy pada Ketentuan Peraturan Pemerintah
| N&%{}T@Tanunzﬂm dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dijatuh sanksi

- adrinisirasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Terkait dengan pelanggaran yang di.akukan oleh Sdr. Muhammad Bambang.

yang melakukan pelanggaran netralitas ASN terkait dengan acenyS
 penermuan alat peraga kampanye pada Razia di depan ‘Mapolsek Batauga
padahanSelaEa,16Apnl2G19 Tiridakan. dimaksud merupakan tindakan
berpoiitik praktis dan PNS dilarang untuk - melakukannya sebagaimana
disebutkan dalam Surat Edaran Komisi Aparatur Sipll Negara dan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrast.

)

Mengacu pada Ketentuan Pasal 32 ayal {2} Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 yang. menyatakan bahwza dalam relakukan . tugas, pengawasan nilai 4asar.
vode efik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN ‘berwenang untuk memutuskan
adanya pelanggaran kode etik dan kods perilaku pegawai ASN, maka kam:
merekomendasikarn kepada Saudara Bupati Buton Selatan sebagai Pejabat Pembina

Kepegawaian untuk:
kepada ASN atas nama

4 Memberikan sanksi hukuman disipiin sedang
sdr. Muhammad Bambang yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kera
Saudara untuk ietap menjaga netralitas dalam berbagal kegiatan/aktiviias politik
atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam
melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019, Pemilihan Anggoia Lagislatif dan Anggota DPD Tabun 2019.

. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar gapat
segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini.

N
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. KASN merekomendasikan k |
‘ . _ | | epada Presiden untuk
menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yazg

Berwenang yang melanggar prinsip Sisten Merit dan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan. Atas perhatian Sa ‘
1ang-un : audara Bupati Buton |
mengucapkan terima kasih. , P Eecan e

]ﬁnrﬂisi‘Apamﬁ}r:féfipﬂ Negara
A Katin

" 'Sofian Effendi
tembusan Yth. o
1. Mienteri Dalam Negeri; |
: ftiemenﬁ Fendayagunaan Aparatur Negare dan Reformasi Birokrasi;

: hetuaﬁadﬂnpe gawas Pemilihan Umurr: Republik indonesia;: «~

- Kepala Badan Kepegawaian Negara: i '

- epala Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara Makassar;

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara: dan
- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Sefatan.

il
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